PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a. bahwa, dengan ditetapkannya Undadgng Nomor 28 Tahun 2009 Tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hiburarupa&an salah satu jenis
pajak kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimarekslich pada huruf a di atas,
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak&tibu

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No&/ Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentangbeatukan Daerah
Tingkat 1l di Kalimantan (Lembaran Negara Repullikionesia Tahun 1953
Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negaraubi&pIndonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Riepatbonesia Nomor
1820);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tah@8lltentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indoneskaua981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No2/@®)3

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Talhi987 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Repmdnesia Tahun 1997
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamssmor 3684);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tah®@7 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Repuadlikesia Tahun 1997
Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia N@686);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 TahR@04 Tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembdegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaragarde Republik
Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pataban Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nofib, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) gabeana telah diubah
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2@88&ng Perubahan
kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tgnfAemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuf8 268lomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No@vwt 4

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Panigdn Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembdegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaregafd Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang PRpdrah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu@9 2Bomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noo#®)5

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tenfelgksanaan Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negamuliik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Riepatbonesia Nomor
3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tgnRengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu@5 2Blomor 140
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&id8)4

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tgntBembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (laamidagara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan LembaragardeRepublik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tgnf@embagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah DaerahinBradan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran NeganuBR& Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repuldiniesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tah0@62tentang Jenis dan
Bentuk Produk Hukum Daerabh;

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Baoan® 32 Tahun 2007 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kioupg€otawaringin
Barat Tahun 2007, Nomor 32).

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Bacad 14 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupé&dswaringin Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat T&008, Nomor 14).

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Bacad® 18 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupatemawaringin Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat T&008, Nomor 3).

Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
dan
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN :
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Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusareriptahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomitudms pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksiaimdbindang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta PerangiataB sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah,;

4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringarat, yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga PerwaRliakyat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah,;

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjdlisysgkat DPKD adalah
Dinas yang diberi kewenangan yang melaksanakan mpguntan Pajak Daerah;

Pejabat adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangaraa

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, ladadatribusi wajib kepada
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badagy bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapaitkdbralan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah Is&iiesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yangpakan kesatuan, baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukahaugang meliputi

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perstioanya, badan usaha milik
negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMBHgan nama dan
dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, da@asiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasial politik, atau

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan laintgrmasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10.Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraamnanib

11.Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukagrmainan, dan/atau

keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

12.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yapgtdlikenakan Pajak.

13.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, melipembayar pajak,

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempungki dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan @egHuwthdangan perpajakan
daerah.

14.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan daleatau jangka waktu lain

yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lamaga)(bulan kalender, yang
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menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitungpyatr, dan melaporkan
pajak yang terutang.

15.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya @)(&ttun kalender, kecuali
bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidakna dengan tahun
kalender.

16.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibagda suatu saat, dalam
Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam BagihanTBajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajaiesaid

17.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mutaipgaghimpunan data
objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak tgautang sampai kegiatan
penagihan pajak kepada Wajib serta pengawasan tpeayerya.

18.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjualisyagkat SPTPD, adalah
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melgoor penghitungan
dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ataanbakjek pajak, dan/atau
harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan pamapgrundang-undangan
perpajakan daerah.

19.Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya #@&in§SPD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah didakdiengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke klaerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

20.Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnyagtiat SKPD, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlabkgmjak yang terutang.

21.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yangnjsg¢hya disingkat
SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentddesarnya jumlah
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurang@mbayaran pokok pajak,
besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajalgyaasih harus dibayar.

22.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambayamg selanjutnya
disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajalgyaenentukan tambahan
atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

23.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanguttigingkat SKPDN, adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pglaék sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak teryitden tidak ada kredit pajak.

24.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yangnjseéteya disingkat
SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentjykanlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak leleibab daripada pajak yang
terutang atau seharusnya tidak terutang.

25.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya diain§TPD, adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi adtratif berupa bunga
dan/atau denda.

26.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusany ynembetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kelkelir dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-uadamgrpajakan daerah yang
terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutaurgt Ketetapan Pajak
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang B&uagt Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan H2g&kah Nihil, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat TagihaakPDaerah, Surat
Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keherata

27.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputuaarkaberatan terhadap Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Psakah, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan PajagrdbaKurang Bayar
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Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, S(etatapan Pajak Daerah
Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemamglgh pihak ketiga yang
diajukan oleh Wajib Pajak.

28.Putusan Banding adalah putusan badan peradilak ptga banding terhadap
Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh \\Rgjak.

29.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yangkdilalsecara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang uoteliyarta, kewajiban,
modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah hargalgtean dan penyerahan
barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusurralapkeuangan berupa
neraca dan laporan laba rugi untuk periode TahjakRersebut.

30.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghirdponmengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan semgektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk mekgpgituhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atduk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundatagan perpajakan
daerah dan retribusi daerah.

31.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daemdalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencita mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindalapa di bidang perpajakan
daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB I1
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2
(1) Nama pajak adalah Pajak Hiburan.

(2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggabalanran dengan dipungut
bayaran.

(3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1akdal
a. tontonan film;

pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau bysana

kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;

pameran;

diskotek, karaoke, klub malam, dan sejenisnya;

sirkus, akrobat, dan sulap;

permainan biliar, golf, dan boling;

Se@ "o 200

pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permagtandgkasan;

panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusalbugaran f{tness Centre);
dan

j. pertandingan olahraga.

(4) Penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksaid (3y ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;
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Pasal 3
(1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi 8&adan yang menikmati Hiburan.

(2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atadd yang menyelenggarakan
Hiburan.

BAB 111
DASAR PENGENAAN TARIF, PERHITUNGAN
DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 4

(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlaly yang diterima atau yang
seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.

(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagairdenaksud pada ayat (1)
termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yaegikan kepada penerima
jasa Hiburan.

Pasal 5
(1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 25% (muah lima persen).

(2) Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busamate& kecantikan, diskotek,
karaoke, klub malam, permainan ketangkasan, pdat, plan mandi uap/spa,
tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 35% (tidalplima persen).

(3) Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional whikan tarif Pajak Hiburan
sebesar 5% (lima persen)

Pasal 6

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitdeggan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dedgsar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah rdhe tempat Hiburan
diselenggarakan.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 8
(1) Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan

(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang tegitzerdasarkan surat
ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh WajilalRaj
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(3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakandsendkan penetapan
Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokleiregang
dipersamakan.

(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimalesiaayat (3) berupa
karcis dan nota perhitungan.

(5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakanigatidayar dengan
menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Pasal 9

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah tematangnya pajak, Bupati dapat
menerbitkan:

a. SKPDKB dalam hal :

1) berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan, pajak yang
terutang tidak atau kurang dibayar;

2) SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jamgileu tertentu
dan setelah ditegur secara tertulis tidak disangpaggada waktunya
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;

3) kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yergtang dihitung
secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau datagysemula belum
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pafakterutang.

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama Wesardengan jumlah
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidek laedit pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalamC#&8’sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenaanksi administratif
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulanngjldari pajak yang kurang
atau terlambat dibayar untuk jangka waktu palingda24 (dua puluh empat)
bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam DKET sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksiradtratif berupa kenaikan
sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekungragak tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat @ tikenakan jika Wajib Pajak
melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pesezan.

(5)Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebzges dimaksud pada ayat
(1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administiad¢ifupa kenaikan sebesar
25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditaimlsanksi administratif
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulanngjldari pajak yang kurang
atau terlambat dibayar untuk jangka waktu palingda24 (dua puluh empat)
bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
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Pasal 10

(1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lairg ydipersamakan, SPTPD,
SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam|Rasgat (3) dan

ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Eagidan penyampaian SKPD
atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDdd3, SKPDKBT

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan(&yaliatur dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 11

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) Bularerkkdr yang menjadi dasar bagi
wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan mell@opajak yang terutang.

BABV
SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 12

(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibaya
b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekuranganbjagaran sebagai akibat
salah tulis dan/atau salah hitung;
c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupada dan/atau denda.
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STRRgagmana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengakss administratif berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuig pama 15 (lima belas)

bulan sejak saat terutangnya pajak.

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatempb pembayaran
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sekiZ¥afdua persen) sebulan
dan ditagih melalui STPD, atau dokumen lain yampgdiamakan.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 13

(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayararpdayetoran pajak yang
terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerjeetdt saat terutangnya pajak.

(2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pemibet Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang ebabkan jumlah pajak
yang harus dibayar bertambah merupakan dasar pamagajak dan harus
dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)abusejak tanggal
diterbitkan.

(3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memepelsyaratan yang
ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada bW&ajak untuk
mengangsur atau menunda pembayaran pajak, derigaraklan bunga sebesar

2% (dua persen) sebulan.
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembaygpanyetoran, tempat
pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayarak giaur dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 14

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKER[KBT, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan KeberatanPdiusan Banding yang
tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak padatwaka dapat ditagih dengan
Surat Paksa.

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanbkatgasarkan peraturan
perundang-undangan.

BAB VII
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 15

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanymdee Bupati atau pejabat
yang ditunjuk atas suatu :

a. SKPD;
SKPDKB;
SKPDKBT;
SKPDLB;
SKPDN; dan

pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketigalasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- 0 a0 T

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud (&yabharus disampaikan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengartalialrsan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktingdama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungwhagaimana dimaksud
pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat meuklkan bahwa jangka waktu
itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luaukskannya.

(4)Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Paglht membayar paling sedikit
sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaradabagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidakndigap sebagai Surat Keberatan
tidak dipertimbangkan.

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang dibedlkdnBupati atau pejabat yang

ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan|medarat pos tercatat sebagai
tanda bukti penerimaan surat keberatan.
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Pasal 16

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dek$) bulan, sejak tanggal Surat
Keberatan diterima, harus memberi keputusan atzer&tan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupaenmea seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajgksranang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pmdd (1) telah lewat dan
Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatang ydiajukan tersebut
dianggap dikabulkan.

Pasal 17

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan baniémya kepada Pengadilan
Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannyadytategpkan oleh Bupati.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud paala (&) diajukan secara
tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasanjglasydalam jangka waktu 3
(tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampirirem dari surat keputusan
keberatan tersebut.

(3)Pengajuan permohonan banding menangguhkan jikewamembayar pajak
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal peaerBiitusan Banding.

Pasal 18

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan lpmikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembaliklemgan ditambah
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayadifitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atdwabdulkan sebagian, Wajib Pajak
dikenai sanksi administratif berupa denda sebe@#r @ima puluh persen) dari
jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan digurdengan pajak yang
telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonardipgn sanksi administratif
berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) setmgadimaksud pada ayat
(3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikan sebagian, Wajib Pajak
dikenai sanksi administratif berupa denda sebe8@Pftl(seratus persen) dari
jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurdeggan pembayaran pajak
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB VIII
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI.
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Pasal 19

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatanrBapati dapat
membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STBRPDN atau
SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalaisndan/atau kesalahan
hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuannmdgeraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

(2) Bupati karena jabatan atau atas permohonan wgplix gapat :

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratiipa bunga,
denda, dan kenaikan pajak yang terutang menuratysan perundang-
undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi terdddenakan karena
kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalaygnn

b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDK®DEBT
atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

c. membatalkan atau mengurangkan STPD;

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan paja dilaksanakan
atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara glaagtukan; dan

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkemimpangan
kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi terteljek pajak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengamaadgau penghapusan sanksi
administratif dan pengurangan atau pembatalan dqedat pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan PeraturantBupa

BAB IX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembak&lebihan
pembayaran pajak kepada Bupati;

(2) Bupati dalam jangka waktu 12 (dua belas) bularaksdjterimanya permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana slich@lada ayat (1) harus
memberikan keputusan;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayalap thlampaui dan Bupati
tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pdrajem kelebihan
pembayaran dianggap dikabulkan dan SKPDLB hareshiikan dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan;

(4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnigalebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung dipegkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang pajak tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaichamzksud ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)aibusejak tanggal
diterbitkan SKPDLB;

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak ditaksetelah lewat 2 (dua)
bulan, Bupati memberikan imbalan berupa bunga seb2% (dua persen)
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihabayanan pajak.
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(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran paja&gaimana dimaksud
ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedalsavsetelah melampaui
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutgagRajak, kecuali apabila
Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang pj@izn daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksladgyat (1) tertangguh
apabila:

a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; ata

b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baigdang maupun tidak
langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Pakfmgaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan diditisejak tanggal
penyampaian Surat Paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagainmaaksdd pada ayat (2)
huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya aegkgn masih mempunyai
utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemeiaatah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagainmaa&sdd pada ayat (2)
huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohomaysw@an atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajik.Paja

Pasal 22

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagirdna hak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan gip@ak kabupaten yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang skeddluwarsa diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 23

(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet gpafiedikit Rp.
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahusibvmenyelenggarakan
pembukuan atau pencatatan.

(2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzéa $ata cara pembukuan
atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada aydia{d) dengan Peraturan
Bupati.
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Pasal 24

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untukngoge kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam ranglkesanakan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Wajib Pajak yang diperiksa waijib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku attatartg dokumen yang
menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubudgagan objek Pajak
yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat amiangan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelamcpemeriksaan;
dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pés@an Pajak diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB XlI
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 25

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepdtiskdain segala sesuatu yang
diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh WagifakPdalam rangka jabatan
atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuanysaraperundang-undangan
perpajakan daerah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (lBkbguga terhadap tenaga ahli
yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam ksdaaan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(3) Di kecualikan dari ketentuan sebagaimana diodimda ayat (1) dan ayat (2)
adalah:

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak seba@ai atau saksi ahli dalam
sidang pengadilan;

b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkdnBigati untuk memberikan
keterangan kepada pejabat lembaga negara atamsn&tamerintah yang
berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang kaoatagrah.

(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang neemizin tertulis kepada
pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) damateamlali sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangamperlihatkan bukti
tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada piyaalg ditunjuk.

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilarardalperkara pidana atau
perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Héakanma Pidana dan Hukum
Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertudipdda pejabat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaidiareksud pada ayat (2),
untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulesx keterangan Wajib
Pajak yang ada padanya.

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada (&yabarus menyebutkan
nama tersangka atau nama tergugat, keterangardyaiga, serta kaitan antara
perkara pidana atau perdata yang bersangkutanmé&etgrangan yang diminta.
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BAB XIl1
PENYIDIKAN

Pasal 26

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di linggan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukayigiikan tindak pidana
di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimakalasindUndang-Undang
Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (lpladsejabat pegawai negeri
sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah ydiangkat oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan peginddangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud paddByadalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti katgan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajdRaarah dan
Retribusi agar keterangan atau laporan tersebujaatidebih lengkap dan
jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan ereigorang pribadi
atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang didakskhubungan
dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang dirilséau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakarah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkemiagan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan gmrkbukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan faemyterhadap bahan
bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksaogas penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang ggaikan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlgndannmemeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibaw

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindaingigerpajakan
Daerah;

I. memanggil orang untuk didengar keterangannya dperidsa sebagai
tersangka atau saksi;

J. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancgranyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengamtan peraturan
perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beetahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannypalla Penuntut Umum
melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik dnésia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang HukumigdBadana.
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BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak mepgikan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau mel&apiketerangan yang tidak
benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapatadgidengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana@algaling banyak 2 (dua)
kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurarggar.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyatapaSPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau mel&apiketerangan yang tidak
benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapatadgidengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana deatlag banyak 4 (empat)
kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurarggar.

Pasal 28

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidakndiitt setelah melampaui jangka
waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak berakhirnya Masa Pajak atau
berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnyaiii &#ajak yang bersangkutan.

Pasal 29

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk olehdBupang karena kealpaannya
tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagainthmaksud dalam
Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengamai#tarungan paling lama 1
(satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp0400,00 (empat juta
rupiah).

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk olepdiiuyang dengan sengaja tidak
memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyadiglak dipenuhinya
kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam R&sayat (1) dan ayat (2)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (thla)n dan pidana denda
paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rgpiah

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimenaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang kenadnasiaannya dilanggar.

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud padgBydan ayat (2) sesuai dengan
sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadicsasg atau Badan selaku
Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidanagseduan.

Pasal 30

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasglat (1) dan ayat (2)
merupakan penerimaan negara.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
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Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka RaratDaerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2004 tentang P&jdduran (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2004 Nomor 1 S&) dinyatakan dicabut
dan tidak Berlaku lagi.

Pasal 32

Hal — hal yang belum diatur dalam peraturan da@malakan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggahdfingkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanymetagngan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran DaerahpiétdyuKotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 8 Oktober 2010
Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
Cap/ttd.
AGUSTIN TERASNARANG
Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 8 Oktober 2010
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,
Capl/ttd.
Drs. A. RIDUANSYAH H, M.S

NIP. 19551010 197901 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2010 NOMOR16.
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